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Kewarisan merupakan pembagian harta dalam keluarga yang harus 
dilakukan seseorang ketika sudah meninggal dunia. KUHPerdata dan KHI 
memiliki tiga unsur yang sama, yaitu pewaris, ahli waris, dan sesuatu yang bisa 
diambil manfaatnya untuk diwariskan. KUHPerdata menetapkan peraturan 
tentang waris dalam dua cara yaitu dengan Undang-Undang (ab intestato) dan 
dengan surat wasiat (testamen). KHI menetapkan peraturan tentang ahli waris 
secara otomatis turun ke anak-anak atau turunan atau keluarga karena sudah 
ditetapkan dalam al-Qur’an. 
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan metode 
pendekatan yuridis normative. Penelitian didukung pula dengan metode 
pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)  nasional, dan pendekatan 
kasus (Case Approach), filsafat hukum, sejarah hukum, penelitian ini didukung 
pula oleh metode-metode penafsiran hukum (sistematis, dan otentik), dan 
perbandingan hukum.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perbedaan pembagian harta 
antara KUHPerdata dan KHI sangat terlihat pada bagian anak dan saudara. 
KUHPerdata dalam Pasal 852 dengan jelas disebutkan bahwa tanpa jenis 
kelamin, mereka mewarisi bagian-bagian yang sama. Pembagian KUHPerdata 
bersifat komutatif dalam hal menilai adil ialah setara bagiannya tanpa melihat 
kedudukan dan keperluan. Sedangkan dalam KHI Pasal 176 disebutkan bahwa 
apabila ada anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian 
anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan. Hal yang sama 
tertulis dalam firman Allah SWT, QS. An-Nisa : 11, karena KHI merujuk pada 
sumber hukum umat Islam. KHI dalam pembagian warisnya bersifat individual 
yg dalam hal keadilan bagian harta harus melihat pada kedudukan anak, tugas 
anak dan keperluan anak di masa depan, dalam hal ini laki-laki dan perempuan. 
Kompilasi hukum Islam juga bersifat distributif, artinya bagian harta waris itu 
sesuai dengan kedudukan dan tugas yang diberikan waris atau ahli waris. 
Walaupun pada kenyataannya praktek dalam pembagian harta waris Islam di 
masyarakat, bagiannya disamaratakan tanpa melihat kedudukan laki-laki dan 


















Inheritance is a division of property in the family to do when someone 
has died. Civil Code and KHI have the same three elements, namely the heir, 
heirs, and something that can be taken advantage for granted. Civil Code 
establishes the rules of inheritance in two ways, namely by Law (ab-intestato) 
and with a will (testament). KHI set rules about heir automatically down to 
children or derivatives or family as already set out in the Koran. 
Specifications of this research is descriptive, with a normative juridical 
approach. Research supported by the method of approach to legislation (Statute 
Approach) nationwide, and the approach of the case (Case Approach), 
philosophy of law, legal history, the study was supported by the methods of 
interpretation of law (systematic and authentic), and comparative law. 
The results showed that differences in the division of property between 
the Civil Code and KHI is very visible on the part of children and relatives. 
Civil Code Article 852 clearly states that without sex, they inherit equal parts. 
Commutative division of the Civil Code in terms of assessing fair share is equal 
regardless of the position and needs. While in KHI Article 176 states that if 
there were girls together with boys, the boys section twice as likely as girls. The 
same is written in the word of Allah, QS. An-Nis ̅: 11, since KHI referring to 
the source of Muslim law. KHI in the distribution of individual heirs who in 
fairness should look at the property section the position of children, child tasks 
and needs children in the future, in this case men and women. Compilation of 
Islamic law also are distributive, meaning that part of the estate in accordance 
with the position and tasks assigned heir or heirs. Despite the fact that the 
practice in the division of inheritance Islam in society, share generalized 
regardless of the position of men and women with prior consultation. 
